
BUPATI TASIKMALAYA 
PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR 6 TAHUN 2022 

TENTANG 

TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA 

TAHUN ANGGARAN 2022 

Meni bang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran 
tugas Pejabat Struktural di Lingkungan 
Kabupaten Tasikmalaya, perlu diberikan 
tranaspo asi; 

pelaksanaan 
Pem erintah 
tunjangan 

b. bahwa berdasarka pertimbangan sebagaiman a d imaksud 
dala m f a , perl men apk a u ran Bupa ti tentang 

n ·angan Transportasi bagi Pejabat Pim pinan Tinggi di 
Lingk ngan emerint Daerah Kab paten Ta sikmalaya 
Tah n A gg an 2 22; 

1. Undang-Un dang No 0 14 Tahu n 1950 tentang 
P mben tukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingk ngan P 0 insi Djawa Bara t (Berita Negara Tanggal 8 
Agust s 1950) seba gaim ana tela diubah denga Undang­
Und ng Nomor 4 Tah u n 1968 tentang Pembentukan 
Ka bupa en Purwaka rta da n Ka bu pa ten Su bang dengan 

en gubah Undang-Undang Nom or 14 Tahu n 1950 ten tang 
Pemben tukan aerah-Daerah Ka bu paten Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara 
Repu lik n donesia Tahun 1968 Nomor 31 , Tambahan 
Lemb ran gara Repub ik Indonesia Nomor 2851); 

2. Undang-Undang omor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
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3 . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

4. Undang-Undang 
Perbendaharaan 
Indonesia Tahun 

Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Negara (Lembaran Negara Republik 
2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ten tang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indon esia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Negara Repub ·k donesia 
Nomor 5494); 

6. Un dang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 en t g 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rep blik 
Indonesia Tahun 20 14 Nomor 244, Tambahan Lem aran 
Negara Republik In donesia Nomor 5587) sebagaim telah 
diubah beberapa kali terakhir, terakhir denga Undang 
Nomor 11 Tahun 2020 ten tang Cipta Kerja (Le baran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 om 245, 
Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

7 . Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2 7 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembara n Negara 
Repu blik Indonesia Tahun 20 17 Nomor 63, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) 
sebagaim ana telah diubah denga n Peratu ran Pe erintah 
Nomor 17 Tahun 2020 ten tang Perubahan Atas P raturan 
Pemerintah Nomor 11 Tahun 20 17 tentan g anaJemen 
Pegawai Negeri Sipil (Lemba ran Nega ra Repu bli donesia 
Tahun 2019 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Republik In donesia Nomor 6477); 

8 . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Ta h un 2 19 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

9. Peraturan Pem erintah Nomor 27 Tahun 2014 ten tang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 ten tang Pengelolaan 
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6523); 

10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana 



Menetapkan 
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telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 
Tahun 2018 tentang Pengadaan BarangjJasa Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 
63); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 
tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja 
Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan 
Peratu ran Menteri Da la m Negeri Nomor 11 Tahun 2007 
tentang Perubahan Atas Peraturan Men teri Dalam Negeri 
Nomor 7 Tahun 2 006 ten tang Sta nda risasi Sara n a dan 
Prasarana Kerja Pem erintah Daerah; 

12. Peratura n Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 T un 
2016 ten tang Tata Cara Pembentukan Produk H kun 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Ta hun 
2016 Nomor 1); 

13. Peraturan Daerah Ka bupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 
2016 tentang Pem bentukan dan Susunan erangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmal ya Tahun 
2016 Nomor 7), sebagaimana telah diu bah beb ra a kali 
terakh ir denga n Pera tura n Daerah Kabupaten Ta si malaya 
Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan ed a Atas 
Pera turan Daerah Kabupaten Ta sikmalaya Nomo 7 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Su sunan P rangkat 
Daerah (Lem baran Daerah Ka bupaten Ta sikmal ya Tahun 
2021 Nomor 3) ; 

14. Peraturan Daera h Kabupaten Ta sikmalaya 0 or 10 
Tahun 20 2 1 ten tang Anggaran Pendapa tan da n Belanja 
Daerah Tahun An ggaran 2022 (Lembaran Daerah 
Ka bupaten Tasikm alaya Tahun 2020 Nomor 10); 

15 . Peraturan Bupati Tasikmalaya Nom or 119 Tahun 2021 
tenta n g Kedudukan Susu nan Organisasi, Tu gas dan Fungsi 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Tasikrnalaya Tahun 2021 Nomor 119); 

16. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 121 Tahun 2021 
tentang Anggaran Penda patan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
Tahun 2021 Nomor 121); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN TRANSPORTASI 
BAGI PEJABAT PI MPI NAN TINGGI DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 
ANGGARAN 2022. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Bupati adalah Bupati Tasikrnalaya. 
2. Daera h adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 
3. P e ·n tah Daerah adalah Bupati sebagai unsur pen ele ggara 

e erintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan peme . t an 
y g menjadi kewenangan daera h otonom. 

4. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD, adalah un sur pem antu 
Bu ati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyel 
u ru. a n pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

5. Jaba tan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, ke aj iban, t ggung 
jaw b, wewenang dan hak seorang pegawai. 

6. Jab tan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi 
pemerin tah. 

7. Peja at Pimpinan Tinggi adalah Pegawai Aparatur Sipil ega ra yang 
men u duki Jabatan Pimpinan Tinggi. 

8. Tunjangan Transportasi adalah tam bahan pengh a silan berdasar be an kerja 
beru a tunjan gan u ang transport yang d iberika n kepada Pegaw i Negeri 
Sipil yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pra tama. 

9. Angg ran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanj tny isingkat 
APBD, adalah ren e ana keuangan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan 
disetujui bersama oleh Pemerinta h Daerah dan Dewan Perwa kil n Rakyat 
Daerah dan diteta pkan dengan Peraturan Daerah. 

10. Kendaraa n Dinas adalah kendaraan milik Pemerintah daerah yang 
dipergunakan untuk kepentingan dinas, terdiri a tas ken daraan perorangan 
dinas, kendaraan dinas operasional j kendaraan dina s jabatan dan 
kendaraan dinas khususj lapangan. 

11. Kendaraan Dinas Operasional Jabatan adalah kendaraan dinas pada 
Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk kegiatan operasional 
perkantoran dan dipergunakan bagi Pejabat Pimpinan Tinggi. 

BAB II 

PEMBERIAN TUNJANGAN TRANSPORTASI 

Pasal2 

Tunjangan Transportasi diberikan setiap bulan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi 
dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas di Lingkungan Pemerintah Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya dan sebagai pengganti fasilitas kendaraan operasional 
jabatan. 
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Pasal3 

Besaran Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yaitu 
sebagai berikut: 

a. Sekretaris Daerah sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah); 
b. Pejabat Pimpinan Tinggi sebesar Rp12.500,000,00 (dua belas juta lima ratus 

ribu rupiah). 

Pasa14 

Tunjangan T ansportasi sebagaimana dimaksud dala m Pasal 3 dikenakan pajak 
penghas· an sesuai dengan ketentuan peraturan perun dang-undangan. 

Pasal 5 

(1) Pej bat Pimpinan Tinggi yang telah menerima Tunjangan Tran p rtasi 
seba ai ana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kendaraan Dinas 
Oper sional Jabatan dan uang perjalanan dalam kota. 

(2) Peja a t Pimpinan Tinggi yang merangkap Pelaksana Tugas 
mene ·ma Tunjangan Transportasi, ditambah 20% (dua pu u 
Tunjangan Transportasi pada jabata n yang dirangkapnya . 

BAB III 

ALOKASI ANGGARAN 

Pasal 6 

jab ta lain, 
rs n) dari 

Alokasi a ggaran dalam rangka pem berian Tunjangan Transportasi seb gaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 d ibebankan pada An ggaran Pendapatan an Belanja 
Daerah. 

BAB IV 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 7 

(1) Bagi Pejabat Pimpinan Tinggi diberikan pilihan untuk menggunakan fasilitas 
Kendaraan Dinas atau Tunjangan Transportasi. 

(2) Pimpinan Tinggi yang memilih Tunja ngan Transportasi sebagaimana dalam 
Pasal 7 ayat (1), wajib mengembalikan Kendaraan Dinas Kepada Pemerintah 
Daerah. 
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BABV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasa18 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkano 

Agar setiap orang me etahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan pe e p tan ya dalam BerOta Daerah Kabupat Tasikmalayao 

Diundangka n di S n gaparna 
pada tanggal 5.J uari 2022 

Ditetapkan di Singapar a 
pad a tanggal 5) .Janllam':4 2 22 

I KMALAYA , 

AL YA TAH N 2022 NOM R 6, 


